
 

 

 

 

 

RANCANGAN  

PERATURAN  BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR    TAHUN  2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  KARANGANYAR, 

Menimbang  :  bahwa  sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor      Tahun 2021 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021, maka perlu membentuk Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;  

Mengingat  : 1. Undang-Undang   Nomor  13  Tahun  1950  tentang   

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 6573); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 7 Tahun 2021) 

 

MEMUTUSKAN :                                  



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  

ANGGARAN 2021. 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Karanganyar. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 

9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 



mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

11. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh 

masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima 

secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. 

12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  kepada Daerah 

untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  kepada Daerah 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, 

baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 

14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara  yang dialokasikan kepada 

Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu 

dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara  yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. 

16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara  yang dialokasikan kepada Daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

17. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 

pendapatan daerah dan belanja daerah. 

18. Defisit Anggaran Daerah  adalah selisih kurang antara 

pendapatan daerah dan belanja daerah. 



19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga 

Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali. 

20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah 

uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau 

kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, 

atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

21. Tahun Anggaran 2021 adalah tahun pelaksanaan anggaran 

kurun waktu tahun 2021. 

 

Pasal   2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun              

Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 2.135.811.987.000,00 

bertambah sejumlah Rp 160.143.378.000,00 sehingga menjadi                       

Rp 2.295.955.365.000,00 dengan rincian sebagai berikut :  

1. Pendapatan   

a. Semula Rp  2.106.391.299.000,00 

b. Bertambah  Rp 41.301.785.000,00 

 

Jumlah Pendapatan  

setelah Perubahan Rp 2.147.693.084.000,00 

2. Belanja    

a. Semula  Rp  2.135.811.987.000,00 

b. Bertambah    Rp     160.143.378.000,00 

 

Jumlah Belanja  

setelah Perubahan  Rp  2.295.955.365.000,00 

 

Surplus/(Defisit)  

setelah Perubahan  Rp     (148.262.281.000,00) 

3. Pembiayaan 

     a. Penerimaan   

    1) Semula Rp 67.420.688.000,00 

    2) Bertambah Rp  110.341.593.000,00 

     



    Jumlah Penerimaan 

 setelah Perubahan  Rp 177.762.281.000,00 

 

     b. Pengeluaran   

    1) Semula Rp  38.000.000.000,00 

    2) Berkurang (Rp     8.500.000.000,00) 

 

Jumlah Pengeluaran  

setelah Perubahan  Rp 29.500.000.000,00 

  

Jumlah Pembiayaan netto 

setelah Perubahan  Rp 148.262.281.000,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

Setelah Perubahan                         Rp                     0,00 

 

Pasal  3         

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih 

lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal  4           

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. 
 

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal     

BUPATI KARANGANYAR 

 

  

 JULIYATMONO 

Diundangkan di Karanganyar  

pada tanggal     

SEKRETARIS  DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 



SUTARNO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 

 

  

 

 

 

 

 

 


